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ABSTRAK 

 

ABSTRACT 

RAJIMAN (E011171305), Performance of the Regional Secretariat 
Organizational Bureau at south sulawesi provincial governor's office. 101 
Pages + 2 Images + 4 Tables 29 Bibliography (1982 – 2021) + Appendices. 
Guided by Prof. Dr. Hamsinah, M.Si and Dr. Nur Indrayati Nur Indar, M.Si 

This study aims to describe and analyze the Performance of the Regional 

Secretariat Organizational Bureau at South Sulawesi Provincial Governor's 

Office. This study uses a qualitative approach that aims to describe and analyze 

the reality of the events studied. Data collection techniques through interviews 

with several informants who are considered to be able to provide information 

regarding the Performance of the Regional Secretariat Organizational Bureau at 

the Office of the Governor of South Sulawesi Province. And observations were 

made to obtain more accurate data information about the things studied. 

Performance measurement is a process of assessing the progress of 

work against predetermined goals and objectives. In this study, the focus of 

research is divided into three (3) dimensions, namely Quantity, Quality and 

Timeliness of the Regional Secretariat Organizational Bureau at the Governor's 

Office of South Sulawesi Province. From the results of this study indicate that the 

performance of the Regional Secretariat Organizational Bureau at the South 

Sulawesi Provincial Governor's Office in 2020 as a whole is not maximal enough 

this is because in terms of quantity it shows that the total volume of work is not 

fully in accordance with the availability of existing employees because there are 

several Sub Divisions that only have two or three employees so that sometimes 

employees are overwhelmed in completing their work. In terms of quality, this is 

not maximized because the results of the work shown are not fully optimal due to 

the lack of number and limited ability of the resources owned by the organization 

so that it has an impact on the results achieved in each activity. Meanwhile, in 

terms of timeliness, it can be shown that all work can be completed on time even 

though there is one activity that is delayed due to the Covid-19 pandemic. 

 

Keywords: Performance, Organization, Performance Measurement 
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ABSTRAK 

RAJIMAN (E011171305), Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Pada 
Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. 101 Halaman + 2 Gambar + 4 
Tabel 29 Daftar Pustaka (1982 – 2021) + Lampiran. Dibimbing Oleh  Prof. Dr. 
Hamsinah, M.Si dan Dr. Nur Indrayati Nur Indar, M.Si 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Kinerja 

Biro Organisasi Sekretariat Daerah pada Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi 

Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk 

menggambarkan dan menganalisis kenyataan dari kejadian yang diteliti. Teknik 

pengumpulan data melalui wawancara  dengan beberapa informan yang 

dianggap dapat memberikan informasi mengenai Kinerja Biro Organisasi 

Sekretariat Daerah pada Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Serta 

dilakukan observasi untuk memperoleh keterangan data yang lebih akurat 

mengenai hal-hal yang diteliti. 

Pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan 

terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam 

penelitian ini, yang menjadi fokus penelitian dibagi atas tiga (3) dimensi yaitu 

Kuantitas, Kualitas dan Ketepatan Waktu Biro Organisasi Sekretariat Daerah 

Pada Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Dari hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah pada Kantor 

Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 secara keseluruhan belum 

cukup maksimal hal ini dikarenakan dari segi kuantitas menunjukkan bahwa 

jumlah volume pekerjaan belum sepenuhnya sesuai dengan ketersediaan 

pegawai yang ada karena terdapat beberapa Sub Bagian hanya memiliki dua 

hingga tiga orang pegawai saja sehingga terkadang pegawai kewalahan dalam 

menyelesaikan pekerjaan. Dari segi kualitas belum maksimal hal ini dikarenakan 

hasil pekerjaan yang ditunjukkan belum sepenuhnya optimal karena kurangnya 

jumlah dan terbatasnya kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi 

sehingga berdampak pada hasil yang dicapai pada setiap kegiatan. Sedangkan 

dari segi ketepatan waktu dapat di tunjukkan dengan keseluruhan pekerjaan 

dapat diselesaikan tepat waktu meskipun terdapat satu kegiatan yang tertunda 

karena terkendala pandemi covid-19. 

 

Kata kunci : Kinerja, Organisasi, Pengukuran Kinerja 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1. Latar Belakang 

Organisasi publik merupakan organisasi yang bergerak dibawah naungan 

pemerintahan. Peran dari organisasi sektor publik di Indonesia sangat penting 

bagi masyarakat, karena dengan banyaknya lembaga pemerintahan di Indonesia 

maka diharapkan dapat lebih mengutamakan kepuasan masyarakat serta 

beberapa hal yang menyangkut pertanggungjawabannya untuk lebih transparan. 

Organisasi sektor publik saat ini di tuntut dapat melakukan inovasi-inovasi 

yang ada di dalam kelembagaan dan sistem pemerintahan, dengan melakukan 

inovasi-inovasi diharapkan dapat memperbaiki fasilitas pelayanan publik yang 

ada, yang akan membentuk good governance yang dapat meningkatkan kinerja 

organisasi sehingga lebih dapat memenuhi tuntutan kebutuhan publik seperti 

pelayanan yang produktif, responsif, berkualitas, transparan, akuntabel, adil, 

tersedianya informasi pelayanan yang mudah diakses oleh masyarakat dan 

bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. 

Berbicara mengenai kinerja maka tuntutan terhadap perbaikan kinerja sektor 

publik semakin tinggi mengingat di era demokrasi dan revolusi informasi ini, 

masyarakat semakin cerdas, mudah memperoleh informasi dan semakin banyak 

tuntutannya. Oleh karena itu, perbaikan kinerja sektor publik perlu terus 

dikembangkan dan disesuaikan dengan tuntutan masyarakat. Selain itu, 

perhatian terhadap kualitas menjadi sangat penting karena akan 

menggambarkan pencapaian kepuasan pengguna layanan sehingga 

peningkatan pelayanan sangat terkait dengan peningkatan kinerja.  
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Manajemen kinerja instansi pemerintah di Indonesia lahir dari semangat 

untuk menciptakan instansi pemerintah yang profesional, berorientasi hasil, dan 

akuntabel melalui penerapan prinsip-prinsip manajemen kinerja, anggaran 

berbasis kinerja, dan ukuran kinerja. Salah satu upaya untuk mewujudkannya 

adalah dengan mendorong birokrasi menggunakan anggaran negara secara 

efektif dan efisien. Secara efektif berarti birokrasi memastikan aktivitas yang 

dibiayai anggaran negara berdaya guna dan berdampak pada target-target 

pembangunan. Secara efisien berarti birokrasi harus memastikan penggunaan 

anggaran negara secara bijak dan proporsional. 

Pelaksanaannya, kematangan instansi pemerintah dalam mengelola kinerja 

melalui pelaksanaan sistem tersebut berbeda-beda. Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kementrian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai instansi 

pemerintah pusat yang bertanggungjawab mengawal kualitas implementasi 

manajemen kinerja melakukan evaluasi untuk memetakan kematangan instansi 

pemerintah. Evaluasi ini dilakukan kepada seluruh instansi pemerintah baik pusat 

maupun daerah setiap tahunnya. 

Kinerja sektor publik masih selalu menjadi sorotan publik, yang mana dalam 

praktiknya di daerah-daerah Indonesia masih belum cukup baik ditunjukkan. 

Hasil evaluasi Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi menunjukkan bahwa terdapat beberapa permasalahan dalam proses 

implementasi manajemen kinerja di Indonesia, yaitu ketidakmampuan instansi 

pemerintah untuk (1) menetapkan tujuan dan sasaran strategis yang berorientasi 

pada hasil; (2) menetapkan ukuran keberhasilan yang menggambarkan derajat 

ketercapaian tujuan/sasaran; (3) menetapkan aktivitas (program dan kegiatan) 
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yang berdampak bagi pencapaian tujuan/sasaran; dan (4) menetapkan alokasi 

anggaran program/kegiatan yang selaras dengan tujuan/sasaran (Firdausy, 

2018) 

Provinsi Sulawesi Selatan, hasil evaluasi kinerja yang dilakukan oleh 

Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sejak 

tahun 2009 kinerja instansi pemerintah di Provinsi Sulawesi Selatan hanya 

memperoleh nilai C atau CC yang mana hal ini belum dikatakan baik. Barulah 

pada tahun 2018 untuk pertama kalinya Provinsi Sulawesi Selatan berhasil 

meningkatkan kinerjanya sehingga memperoleh nilai B atau baik dengan jumlah 

perolehan nilai 62,04. Meskipun demikian Kementrian Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi mengatakan bahwa masih banyak kekurangan 

seperti penerapan manajemen kinerja baru dilaksanakan secara formal semata, 

Pemanfaatan dokumen kinerja yang telah disusun seperti Rencana Pelaksanaan 

Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU), 

Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja belum dimanfaatkan secara optimal di 

setiap Organiasi Perangkat Daerah (OPD), serta evaluasi yang dilakukan 

Inspektorat terhadap penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

di setiap Organisasi Perangkat Daerah belum memberikan hasil yang maksimal. 

Namun demikian Inspektorat Daerah Provinsi Sulsel dianggap berhasil 

mendorong penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di 24 

kabupaten/kota di Sulsel (Irwan, 2018) 

Tahun 2020 hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi 

Sulawesi Selatan memperoleh nilai 63.02 atau predikat B. Penilaian tersebut 

menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran 

dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja 
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birokrasi, dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di 

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sudah baik namun mengalami penurunan 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai nilai 65,06 (Lembar 

Hasil Evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi, 2020).  

Berdasarkan predikat tersebut, kondisi implementasi sistem akuntabilitas 

kinerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan justru mengalamai 

penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sehingga untuk pencapaian 

yang lebih signifikan dalam penerapan manajemen kinerja dan budaya kinerja 

lebih efektif pada tahun-tahun berikutnya. Catatan Kementrian Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas evaluasi tersebut menekankan 

agar Gubernur Sulawesei Selatan dan seluruh pimpinan organisasi perangkat 

daerah  lebih meningkatkan komitmen dan konsisten dalam hal penerapan 

perencanaan/pengalokasian anggaran bebrbasis kinerja, dan pelaksanaan 

anggaran yang lebih memprioritaskan pada kegiatan/aktivitas yang lebih 

berpengaruh terhadap pencapaian kinerja utama. 

 Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan 

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 38 Tahun 2019 Tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat 

Daerah Provinsi Sulwesi Selatan, kedudukan Biro Organisasi merupakan unsur 

penunjang Pemerintah Daerah dalam lingkup Sekretariat Daerah dipimpin oleh 

Kepala Biro yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris 

Daerah melalui Asisten Administrasi. 
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Biro Organisasi dipimpin oleh Kepala Biro yang mempunyai tugas membantu 

Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah, pelaksanaan kebijakan, 

pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, dan pemantauan dan 

evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis 

jabatan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja, tatalaksana, serta 

menyelenggarakan pelayanan administratif sesuai pembidangan tugas. 

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Biro Organisasi mempunyai fungsi : (1) 

penyiapan perumusan Kebijakan Daerah di Bidang organisasi dan reformasi 

birokrasi, meliputi kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan 

akuntabilitas kinerja, tatalaksana, serta pelaksanaan urusan ketatausahaan Biro 

Organisasi; (2) penyiapan pengoordinasian perumusan Kebijakan Daerah di 

bidang organisasi, meliputi kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi 

dan akuntabilitas kinerja, dan tatalaksana, serta pelaksanaan urusan 

katatausahaan Biro Organisasi; (3) penyiapan bahan pengoordinasian 

pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kelembagaan dan analisis 

jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja, dan tatalaksana serta  

pelaksanaan urusan ketatausahaan Biro Organisasi. 

Sebagai unsur penunjang pemerintah daerah dalam lingkup sekretariat 

daerah tentu Biro Organisasi Sekretariat Daerah memiliki tugas dan program 

kerja yang sangat penting. Misalnya sebagai tim pembina reformasi birokrasi 

dalam penyelenggaraan ketatalaksanaan dalam mewujudkan good governance 

dan transparansi di Provinsi Sulawesi Selatan yang dilakukan melalui pembinaan 

dan pendampingan terhadap Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota se 

Sulawesi Selatan. Karena itu dalam pelaksanaan tugas-tugasnya Biro Organisasi 

Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan harus berdasar pada mekanisme 
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dan prosedur yang telah digariskan oleh organisasi, karena itulah aparatur atau 

pegawai yang bertugas pada kantor tersebut harus memiliki keterampilan teknis 

serta mampu meingkatkan kualitas kerja dalam pelaksanaan tugasnya, sehingga 

tujuan yang direncanakan sebelumnya oleh organisasi dapat tercapai dengan 

baik. 

Berdasarkan penilaian hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah, Biro Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 

menunjukkan bahwa hasil evaluasi yang diperoleh oleh Biro Organisasi 

Sekretariat Daerah Provinsi Sulsel yakni 61,35 atau predikat B (Laporan Kinerja 

Biro Organisasi, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat akuntabilitas kinerja 

Biro Organisasi sudah mencapai taraf yang baik dalam mengimplementasi 

sistem akuntabilitas kinerja itu sendiri.  

Pada tahun 2019 terjadi perubahan pelaksanaan dalam evaluasi sistem 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk setiap Biro Lingkup Pemerintah 

Provinsi Sulawesi Selatan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 

yang tidak lagi mengevaluasi per unit kerja melainkan berubah menjadi kinerja 

Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Sehingga untuk mengetahui 

perkembangan kinerja pada setiap Biro yang ada di lingkup Pemerintah Provinsi 

Sulsel khususnya pada Biro Organisasi akan sulit diketahui seberapa baik 

peningkatan kinerjanya. Seperti yang diketahui bahwa dengan adanya penilaian 

kinerja hal itu dapat menjadi bahan evaluasi bagi organisasi khususnya 

pemimpin organisasi untuk lebih baik lagi kedepannya dalam mencapai tujuan 

organisasi. 
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Berdasarkan uraian diatas, dengan melihat masalah yang terjadi dilapangan 

mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul: “KINERJA BIRO 

ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PADA KANTOR GUBERNUR 

PROVINSI SULAWESI SELATAN”. 

I.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian serta penjelasan yang telah dikemukakan pada latar 

belakang maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

“Bagaimana Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah pada Kantor 

Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan”. 

I.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan penulis, maka tujuan 

yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : untuk mendeskripsikan dan 

menganalisis Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah pada Kantor Gubernur 

Provinsi Sulawesi Selatan”. 

I.4. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang bisa 

diambil oleh semua pihak yang berkepentingan. Adapun manfaat yang dapat 

diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut . 

1. Manfaat akademik 

Manfaat akademik diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan manfaat 

bagi akademik/pihak-pihak yang berkompeten dalam pencarian informasi 

atau sebagai referensi mengenai kinerja khususnya di Biro Organisasi 

Sekretariat Daerah pada Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. 
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2. Manfaat praktis 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan masukan pada pihak-pihak yang 

berkepentingan dalam mengambil kebijakan-kebijakan guna meningkatkan 

kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah pada Kantor Gubernur Provinsi 

Sulawesi Selatan. 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

II.1. Konsep Kinerja 

II.1.1. Pengertian Kinerja 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002) menjelaskan bahwa 

kinerja adalah sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan, dan 

kemampuan kerja. Berdasarkan pengertian tersebut bahwa kinerja merupakan 

kemampuan seseorang dalam  melaksanakan tugas dan fungsinya yang 

diberikan serta hasil yang dicapai dari pekerjaannya. 

Secara umum menurut Pasolong (2010:175) kinerja dapat dibagi menjadi 

dua segi, yaitu kinerja pegawai (individu) dan kinerja organisasi. Kinerja pegawai 

adalah hasil kerja perseorangan dalam suatu organisasi. Sedangkan kinerja 

organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi. Kinerja 

pegawai dan kinerja organisasi memiliki keterkaitan yang sangat erat. 

Tercapainya tujuan organisasi tidak bisa dilepaskan dari sumber daya yang 

dimiliki oleh organisasi yang digerakkan atau dijalankan pegawai yang berperan 

aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut. 

Menurut Mangkunegara (2006:67) bahwa kinerja adalah hasil kerja secara 

kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Prawirosentono  (1999:2) yang 

menyatakan bahwa Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang 

atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan 

tanggungjawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi 
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bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral 

maupun etika. 

Menurut Moeheriono (2012:95) mengatakan bahwa Kinerja atau 

performance merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan 

suatu program kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi 

organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi. 

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai  kinerja diatas, dapat 

disimpulkan bahwa kinerja sebagai suatu hasil yang dicapai dari pekerjaan serta 

fungsinya dalam organisasi yang dipengaruhi oleh beberpa faktor dalam 

mencapai tujuan organisasi sesuai dengan visi, misi organisasi. Dapat dipahami 

bahwa kinerja tidak hanya terbatas pada kinerja perseorangan atau individu 

tetapi juga kinerja di organisasi itu sendiri yang pada dasarnya bersumber dari 

kinerja individu. 

Mewujudkan kinerja dalam organisasi sangat penting dilakukan karena 

dengan kinerja diharapkan dapat terwujudnya tujuan organisasi, unit kerja 

maupun pegawai. Perlu diperhatikan bahwa kinerja tidak dapat dikaji secara 

terpisah-pisah. Kinerja organisasi secara keseluruhan dapat dipahami bila juga 

memahami mengenai unit kerja maupun kinerja pegawai. 

II.1.2. Manajemen Kinerja 

Secara mendasar, manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan yang 

dimulai dari perencanaan kinerja, pemantauan/peninjauan kinerja, penilaian 

kinerja dan tindak lanjut berupa pemberian penghargaan dan hukuman. 

Rangkaian kegiatan tersebut haruslah dijalankan secara berkelanjutan. 
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Menurut Ruky (2001:15) Manajemen kinerja merupakan seluruh kegiatan 

yang dilakukan dalam sebuah proses manajemen harus terjadi, dimulai dengan 

menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, kemudian tahap pembuatan 

rencana, pengorganisasian, pengarahan, dan akhirnya evaluasi atas hasilnya. 

Menurut Mangkunegara (2006:20) menjelaskan tujuan pelaksanaan 

manajemen kinerja sebagai berikut: 

1. Mengurangi keteribatan dalam beberapa hal. 

2. Menghemat waktu, karena pegawai dapat mengambil keputusan sendiri 

dengan memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan serta 

pemahaman yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan yang benar. 

3. Adanya kesatuan pendapat dan mengurangi kesalahpahaman pegawai 

tentang siapa yang mengerjakan dan siapa yang bertanggungjawab. 

4. Mengurangi frekuensi situasi dimana atasan tidak memiliki informasi pada 

saat dibutuhkan. 

5. Pegawai mampu memperbaiki kesalahannya dan mendefinisikan sebab-

sebab terjadinya kesalahan ataupun inefisiensi. 

Adapun fungsi manajemen kinerja adalah mencoba memberikan suatu 

pencerahan dan jawaban dari berbagai permasalahan yang terjadi di suatu 

organisasi baik yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, sehingga apa 

yang dialami pada saat ini tidak membawa pengaruh yang negatif bagi aktifitas 

organisasi pada saat ini dan yang akan datang Suryani (2018:51). 

Menurut Fahmi (2010:15) Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi 

oleh suatu organisasi agar berfungsi dan berperannya manajemen kinerja 

dengan baik yaitu: 
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1. Pihak manajemen organisasi harus mengedepankan konsep komunikasi 

yang bersifat multi komunikasi. Multi komunikasi artinya pihak manajemen 

organisasi tidak menutup diri dengan berbagai informasi yang masuk dan 

mengkomunikasikan berbagai informasi tersebut namun tetap 

mengedepankan konsep filter information. 

2. Perolehan berbagai informasi yang diterima dari proses filter information 

dijadikan sebagai bahan kajian pada forum berbagai pertemuan dalam 

pengembangan manajemen kinerja terhadap pencapaian hasil kerja dan 

sebagainya. 

3. Pihak manajemen suatu organisasi menerapkan sistem standar prosedur 

yang bersertifikasi dan diakui oleh lembaga yang berkompeten dalam 

bidangnya. 

4. Pihak manajemen organisasi menyediakan anggaran khusus untuk 

pengembangan manajemen kinerja yang diharapkan. 

5. Pembuatan time schedule kerja yang realistis dan layak. Pembuatan time 

schedule kerja bertujuan agar tercapainya pekerjaan yang sesuai apa yang 

ditargetkan. Manfaat time schedule kerja yaitu: pihak organisasi dapat 

menjadikan time schedule kerja sebagai salah satu acuan dalam melihat 

prestasi kerja pegawai, para pegawai dapat bekerja secara lebih fokus dan 

bisa mengantisipasi bebrbagai permasalahan yang akan timbul bahkan 

mereka bisa melaksanakan serta menyelesaikan pekerjaan lebih cepat dari 

waktu yang ditentukan. 

II.1.3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja 

Suryani (2018:6) menjelaskan bahwa kinerja sebuah organisasi tidak dapat 

dicapai hanya dari sisi internal saja namun telah terbukti pencapaian kinerja 
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organisasi dipengaruhi oleh banyak faktor yang berperanan menciptakan 

keberhasilan maupun kegagalannya. Beberapa penelitian telah dilakukan untuk 

mengetahui variabel yang berperan penting didalamnya. Pada bagian ini akan 

diuraikan beberapa variabel yang telah terbukti berpengaruh terhadap kinerja 

organisasi yaitu diantaranya variabel pengelolaan sumber daya manusia, 

dukungan manajer lini, keadilan organisasi, efektifitas organisasi dan variabel 

pemediasi. 

1. Pengelolaan Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia adalah hal penting yang perlu mendapat perhatian 

diberbagai kegiatan usaha dalam organisasi, mengingat kualitas mereka 

menentukan pencapaian tujuan dari organisasi tersebut. Pengelolaan dan 

pengembangan sumber daya manusia merupakan suatu investasi organisasi 

dalam rangka meningkatkan kompetensi dan keahlian mereka dalam 

melaksanakan pekerjaan dan tanggung jawabnya. 

2. Peran Penting Dukungan Manajer Lini 

Berjalannya roda bisnis maupun pemerintahan, sebuah organisasi 

membutuhkan peran dari berbagai pihak baik staf ataupun pegawai maupun 

manajer atau kepala sebuah instansi, kepala bagian organisasi atau manajer lini 

merupakan salah satu kunci untuk hidup dan jalannya sebuah organisasi, dan 

memastikan organisasi mencapai tujuannya, menjalankan rencana mengawasi 

pelaksanaannya dan memastikan seluruh staf mencapai target yang telah 

ditetapkan oleh organisasi.manajer adalah figur utama dalam memainkan peran 

dalam perencanaan, pengembangan dan implementasi dari sistem personalia, 

sehingga keberadaannya sangat diperlukan dalam mendukung kemajuan 

organisasi. 
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3. Keadilan Dalam organisasi 

Menciptakan situasi kerja yang nyaman dalam sebuah organisasi 

merupakan dambaan para anggota organisasi. Situasi kerja dengan lingkungan 

yang nyaman akan berdampak pada rasa senang dan puasnya mereka dalam 

melaksanakan pekerjaan. Kepuasan kerja anggota juga merupakan salah satu 

tujuan akhir dari organisasi saat ini. Dengan menciptakan persepsi keadilan bagi 

anggota organisasi, akan mendorong meraka merasakan emosional yang positif 

pada pekerjaan yang dilakukannya, yang pada akhirnya menciptakan kepuasan 

mereka dalam bekerja dan menghasilkan kinerja atau performa yang baik dalam 

membantu kemajuan organisasi. 

4. Efektivitas Organisasi 

Keberhasilan sebuah organisasi dapat diukur dengan melihat pada sejauh 

mana organisasi tersebut dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan atau 

efektif dalam pencapaian tujuan dari rencana yang telah disusun.  

Adapun menurut Ruky (2001:6) menjelaskan bahwa kinerja dalam lingkup 

organisasi adalah hasil kerja yang telah dicapai oleh suatu organisasi dalam 

melakukan suatu pekerjaan dapat dievaluasi tingkat kinerjanya. Berhasil tidaknya 

tujuan dan cita-cita dalam organisasi tergantung bagaimana proses kinerja itu 

dilaksanakan.  

Banyak faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi baik publik maupun 

swasta. Secara detail Ruky (2001:7) mengidentifikasikan faktor-faktor yang 

berpengaruh langsung terhadap tingkat pencapaian kinerja organisasi sebagai 

berikut: 
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1. Teknologi yang meliputi peralatan kerja dan metode kerja yang digunakan 

untuk menghasilkan produk atau jasa yang dihasilkan oleh organisasi. 

Semakin berkualitas teknologi yang digunakan, maka akan semakin tinggi 

tingkat kinerja organisasi tersebut. 

2. Kualitas input atau material yang digunakan oleh organisasi. 

3. Kualitas lingkungan fisik yang meliputi keselamatan kerja, penataan 

ruangan, dan kebersihan. 

4. Budaya organisasi sebagai pola tingkah laku dan pola kerja yang ada 

dalam organisasi yang bersangkutan. 

5. Kepemimpinan sebagai upaya untuk mengendalikan anggota organisasi 

agar bekerja sesuai dengan standar dan tujuan organisasi. 

6. Pengelolaan sumber daya manusia yang meliputi aspek kompensasi, 

imbalan, promosi dan lainnya. 

Diatas menjelaskan mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

kinerja organisasi dalam pencapaian pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh 

sebuah organisasi atau instansi pemerintahan. Meningkatkan kinerja dalam 

sebuah organisasi atau instansi pemerintah merupakan tujuan atau target yang 

ingin dicapai oleh organisasi dan instansi pemerintah dalam memaksimalkan 

suatu kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Berhasil tidaknya tujuan dan cita-cita dalam organisasi pemerintahan 

tergantung bagaimana proses kinerja itu dilaksanakan. Kinerja tidak lepas dari 

faktor-faktor yang mempengaruhi. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi 

kinerja organisasi sebagaimana yang dikemukakan oleh Davis (1964) dalam 

buku Mangkunegara (2006:67). 
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1. Faktor kemampuan Ability secara psikologis, kemampuan ability terdiri dari 

kemampuan potensi Intelligence Quotients (IQ) dan kemampuan reality 

knowledge + skill. Artinya pimpinan dan karywan yang memiliki IQ superior, 

very superior, gifted dan genius dengan pendidikan yang memadai untuk 

jabatan dan terampil dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari maka akan 

mudah menjalankan kinerja makasimal. 

2. Faktor motivasi Motivation Motivasi diartikan sebagai suatu sikap attitude 

pimpinan dan karyawan terhadap situasi kerja situation dilingkungan 

organisasinya. Mereka yang bersikap positif fro terhadap situasi kerjanya 

akan menunjukkan motivasi kerja tinggi dan sebaliknya jika mereka berpikir 

negatif kontra terhadap situasi kerjanya akan menunjukkan pada motivasi 

kerja yang rendah. Situasi yang dimaksud meliputi hubungan kerja, fasilitas 

kerja, iklim kerja, kebijakan pimpinan, pola kepemimpinan kerja dan kondisi 

kerja. 

Berdasarkan pengertian diatas bahwa suatu kinerja organisasi dapat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung dan penghambat berjalannya suatu 

pencapaian kinerja yang maksimal faktor tersebut meliputi faktor yang berasal 

dari intern maupun ekstern. 

II.1.4. Pengukuran Kinerja 

Keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dapat diketahui dengan 

menggunakan penilaian kegiatan organisasi tersebut berdasarkan peraturan, 

norma dan etika yang berlaku. 

Menurut Stout (1993) dalam Yuwono (2002:65) pengukuran kinerja 

merupakan proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan 
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dalam arah pencapaian misi (mission accomplishment) melalui hasil-hasil yang 

ditampilkan berupa produk, jasa ataupun suatu proses.  

Selanjutnya, menurut Yuwono (2002:23) pengukuran kinerja adalah 

tindakan pengukuran yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas dalam rantai 

nilai yang terdapat dalam perusahaan atau organisasi. 

Menurut Robertson (2002) dalam Mahmudi (2005:92) menyatakan bahwa 

pengukuran kinerja merupakan suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan 

terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, termasuk 

informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang 

atau jasa, kualitas barang atau jasa, kualitas barang atau jasa, perbandingan 

hasil kerja dengan target dan efektifitas tindakan dalam mencapai tujuan. 

Menurut Wibowo (2007:155) pengukuran hanya berkepentingan untuk 

mengukur apa yang penting dan relevan. Untuk itu, perlu jelas tentang apa yang 

dikatakan penting dan relevan sebelum menentukan ukuran apa yang harus 

diguanakan. Hal-hal yang diukur tergantung pada apa yang dianggap penting 

oleh stakeholders dan pelanggan. Pengukuran mengatur keterkaitan antaran 

strategi berorientasi pelanggan dan tujuan dengan tindakan. Menurut Wibowo 

(2007:155) Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan beberapa cara : 

1. Memastikan bahwa persyaratan yang diinginkan pelanggan telah 

terpenuhi. 

2. Mengusahakan standar kinerja untuk menciptakan perbandingan. 

3. Mengusahakan jarak bagi orang untuk memonitor tingkat kinerja. 

4. Menciptakan arti penting masalah kualitas dan menentukan apa yang perlu 

menjadi prioritas perhatian. 
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5. Menghindari konsekuensi dari rendahnya kualitas. 

6. Memepertimbangkan pengguna sumber daya. 

7. Mengusahakan umpan balik untuk mendorong usaha perbaikan. 

Hakikatnya pengukuran kinerja sangat ditentukan oleh tujuan yang ingin 

dicapai, sehingga dalam tahapan pengukurannya harus secara nyata dengan 

mengidentifikasikannya terlebih dahulu ke dalam komponen operasional. Kinerja 

organisasi dapat dilihat dari visi dan misi yang ada, kinerja proses dapat dilihat 

dari prosedur standar operasi, dan kinerja pegawai dapat dilihat dari petunjuk 

kerja manual yang ada. Sehingga penggambaran visi dan misi dari suatu 

organisasi harus mampu menjelaskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai 

dalam suatu organisasi yang dirumuskan dalam sebuah tugas pokok dan fungsi 

yang akan menjadi satuan kerja dalam menciptakan aktivitas atau kegiatan 

pegawai. Dengan demikian kinerja lebih diorientasikan pada pekerjaan itu sendiri 

dalam memberi hasil, dampak, dan manfaat bagi masyarakat maupun bagi 

pegawai itu sendiri. 

II.1.5. Tujuan Pengukuran Kinerja 

Pengukuran kinerja merupakan hal yang sangat penting bagi manajemen 

organisasi, karena dengan adanya pengukuran tersebut dapat mendorong 

tercapainya kinerja yang baik bagi organisasi sesuai dengna arah tujuan yang 

diharapkan. 

Secara jelas Mahmudi (2005:14) menyatakan bahwa tujuan pengukuran 

kinerja adalah sebagai berikut : 
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1. Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi 

2. Penilaian kinerja berfungsi sebagai tonggak yang menunjukkan tingkat 

ketercapaian tujuan dan menunjukkan apakah organisasi berjalan sesuai 

arah atau menyimpang dari tujuan yang ditetapkan. 

3. Menyediakan sarana pembelajaran pegawai 

4. Penilaian kinerja merupakan sarana untuk pembelajaran pegawai tentang 

bagaimana seharusnya mereka bertindak dan memberikan dasar dalam 

perubahan perilaku, sikap, keterampilan atau pengetahuan kerja yang 

harus dimiliki pegawai untuk mencapai  hasil kerja terbaik. 

5. Memperbaiki kinerja periode-periode berikutnya  

6. Penerapan penilaian kinerja dalam jangka panjang bertujuan untuk 

membentuk budaya berprestasi di dalama organisasi dengna menciptakan 

keadaan dimana setiap orang dalam organisasi dituntut untuk berprestasi. 

7. Memberikan pertimbangan yang sistematik dalam pembuatan keputusan 

pemberian penghargaan dan hukuman 

8. Organisasi yang berkinerja tinggi berusaha menciptakan sistem 

penghargaan seperti kenaikan gaji atau tunjangan, promosi atau hukuman 

seperti penundaan promosi atau teguran, yang memiliki hubungan yang 

jelas dengan pengetahuan, keterampilan dan kontribusi terhadap kinerja 

organisasi. 

9. Memotivasi pegawai 

10. Dengan adanya penilaian kinerja yang dihubungkan dengan manajemen 

kompensasi, maka pegawai yang berkinerja tinggi atau baik akan 

memperoleh penghargaan. 

11. Menciptakan akuntabilitas publik 
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12. Penilaian kinerja menunjukkan seberapa besar kinerja manajerial dicapai 

yang menjadi dasar penilaian akuntabiitas. Kinerja tersebut harus diukur 

dan dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja sebagai bahan untuk 

mengevaluasi kinerja organisasi dan berguna bagi pihak internal maupun 

eksternal organisasi. 

II.1.6. Manfaat Pengukuran Kinerja 

Melalui pengukuran kinerja diharapkan instansi pemerintah dapat 

mengetahui kinerja dalam suatu periode tertentu. Adanya pengukuran kinerja 

maka kegiatan dan program instansi pemerintah dapat diukur dan dievaluasi. 

Nantinya dari pengukuran kinerja tersebut dapat dibandingkan dengan instansi 

sejenis dan penghargaan serta disiplin dapat dilakukan secara objektif. 

Dalam kaitannya dengan kinerja Uha (2013:235) menuturkan bahwa 

pengukuran kinerja penting peranannya sebagai alat manajemen publik untuk : 

1. Memastikan pemahaman para pelaksana akan ukuran yang digunakan 

untuk pencapaian tujuan. 

2. Memastikan tercapainya rencana kinerja yang telah disepakati. 

3. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja dan 

membandingkannya dengan rencana kerja serta melakukan tindakan untuk 

memperbaiki kinerja. 

4. Memberikan penghargaan dan hukuman yang objektif atas prestasi 

pelaksana yang telah diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja 

yang telah disepakati. 

5. Mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi. 

6. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah. 

7. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah. 
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8. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif. 

9. Menunjukkan peningkatan yang perlu dilakukan. 

10. Mengungkapkan permasalahan yang terjadi. 

II.1.7. Pendekatan dan Indikator Kinerja 

Penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi 

indikator kinerja melalui sistem pengumpulan dan pengolahan data atau 

informasi untuk menentukan kinerja kegiatan/program/kebijakan. Menurut 

Mahsun (2009:25), bahwa seluruh aktivitas organisasi harus diukur agar dapat 

diketahui tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas organisasi, pengukuran dapat 

dilakukan terhadap masukan (input) dari program organisasi yang lebih 

ditekankan pada keluaran (output), proses, hasil (outcome), manfaat (benefit) 

dan dampak (impact) dari program organisasi tersebut bagi kesejahteraan 

masyarakat 

Menurut Mahsun (2009:31) terdapat empat pendekatan pengukuran kinerja 

yang dapat di aplikasikan pada organisasi sektor publik, yaitu: 

1. Analisis anggaran 

Pengukuran kinerja yang dilakukan dengan cara membandingkan 

anggaran pengeluaran dengan realisasinya. Hasil yang diperoleh berupa 

selisih lebi (favourable variance) atau selisih kurang (unfavourabe 

varianve). Teknik ini berfokus pada kinerja input yang berdifat finansial dan 

data yang digunakan adalah data anggaran dan realisasi anggaran. 

Analisis anggaran ini bersifat analisis kinerja yang tradisional karena tidak 

melihat keberhasilan program, kinerja instansi pemerintah dikatakan baik 

jika realisasi pengeluaran anggaran lebih kecil dari pada anggarannya dan 
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sebaliknya jika realisasi pengeluaran anggaran lebih besar daripada 

anggarannya maka kinerja instansi pemerintah tersebut dinilai tidak baik. 

2. Analisis rasio laporan keuangan 

Analisis laporan keuangan yakni mempelajari hubungan-hubungan dalam 

satu set laporan keuangan pada suatu saat tertentu. 

3. Balance scorecard 

Pengukuran kinerja organisasi sektor publik yang berbasis pada aspek 

finansial dan non finansial yang diterjemahkan dalam empat perspektif 

kinerja, yaitu perspektif finansial, perspektif pelanggan, perspektif proses 

bisnis internal dan perspektif pertumbuhan/pembelajaran. 

4. Audit kinerja (value for money) 

Pengukuran kinerja yang didasarkan pada konsep value for money yang 

merupakan perluasan lingkup dari audit finansial. Indikator pengukuran 

kinerjanya terdiri dari ekonomi, efisiensi, efektivitas. 

Menurut Dharma (2003:23)  Mengatakan bahwa hampir semua cara 

pengukuran kinerja mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : 

1. Kuantitas, adalah jumlah yang diselesaikan atau dicapai. Pengukuran 

kuantitas melibatkan perhitungan keluaran dari proses atau pelaksanaan 

kegiatan. Ini berkaitan dengan jumlah keluaran yang diharapkan. 

2. Kualitas, adalah mutu yang dihasilkan. Mencerminkan pengukuran tingkat 

kepuasan yakni seberapa baik penyelesaian. 

3. Ketepatan waktu, adalah sesuai tidaknya dengan waktu yang di 

rencanakan. Pengukuran ketepatan waktu merupakan jenis khusus 

penyelesaian suatu kegiatan.  
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Dwiyanto (2006:50) mengukur kinerja birokrasi publik berdasar adanya 

indikator yang secara lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut. 

1. Produktivitas 

Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga 

efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio 

antara input dengan output. Konsep produktivitas dirasa terlalu sempit dan 

kemudian General Accounting Office (GAO) mencoba mengembangkan 

satu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukkan seberapa 

besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah 

satu indikator kinerja yang penting. 

2. Kualitas layanan 

Isu mengenai kualitas layanan cenderung semakin menjadi penting dalam 

menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan 

negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena 

ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari 

organisasi publik. 

3. Responsivitas 

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan 

masyarakat, menyusun agenda, dan prioritas pelayanan, mengembangkan 

program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi 

masyarakat. Secara singkat responsivitas disini menunjuk pada 

keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan 

dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimasukkan sebagai salah satu 

indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan 

kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, 
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terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang 

rendah ditunjukkan dengan ketidak selarasan antara pelayanan dengan 

kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan 

organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi publik. 

Organisasi yang memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki 

kinerja yang jelek pula. 

4. Responsibilitas  

Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi 

publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar 

atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun 

implisit. 

5. Akuntabilitas 

Akuntabilitas publik menunjukkan pada seberapa besar kebijakan dan 

kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat publik yang dipilih oleh 

rakyat. Asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih 

oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu merepresentasikan kepentingan 

rakyat. Dalam konteks ini, konsep dasar akuntabilitas publik dapat 

digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi 

publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. Kinerja 

organisasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang 

dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah, seperti pencapaian 

terget. Kinerja sebaiknya harus dinilai dari ukuran eksternal, seperti nilai-

nilai dan norma yang beraku dalam masyarakat. Suatu kegiatan organisasi 

publik memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar 

dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat 
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Menurut Wibowo (2007:235) ukuran kinerja diklasifikasikan dalam 

beberapa tipe, sebagai berikut: 

1. Produktivitas, biasanya dinyatakan sebagai hubungan antara input dan 

output fisik organisasi. Oleh karena itu, produktivitas merupakan hubungan 

antara jumlah output dibandingkan dengan sumber daya yang dikonsumsi 

dalam memproduksi output. 

2. Kualitas, pada kualitas biasanya termasuk baik ukuran internal seperti 

susut, jumlah ditolak, dan cacat per unit, maupun ukuran eksternal rating 

seperti kepuasan pelanggan atau penilaian frekuensi pemasaran ulang 

pelanggan. 

3. Ketepatan waktu, menyangkut persentase pengiriman tepat waktu atau 

persentase pesanan dikapalkan sesuai dijanjikan. Pada dasarnya, ukuran 

ketepatan waktu mengukur apakah orang melakukan apa yang dikatakan 

akan dilakukan. 

4. Cycle time, menunjukkan jumlah waktu yang diperlukan untuk maju dari 

satu titik lain dalam proses. Pengukuran cycle time mengukur berapa lama 

sesuatu dilakukan. 

5. Pemanfaatan sumber daya, merupakan pengukuran sumber daya yang 

dipergunakan lawan sumber daya yang tersedia untuk dipergunakan. 

Pemanfaatan sumber daya dapat diterapkan untuk mesin, komputer, 

kendaraan dan bahkan orang. 

6. Biaya, ukuran biaya terutama berguna apabila dilakukan kalkulasi dalam 

dasar per unit. 

 

 



 

26 
 

II.2. Konsep Organisasi 

II.2.1. Pengertian Organisasi 

Organisasi di masyarakat yang satu berbeda dengan organisasi di 

masyarakat yang lainnya. Menurut Etizoni (1982) yang mengartikan organisasi 

sebagai unit sosial (pengelompokkan manusia) yang sengaja di bentuk dan 

dibentuk kembali penuh dengan pertimbangan dalam rangka mencapai tujuan-

tujuan tertentu. Menurutnya organisasi umumnya ditandai oleh ciri-ciri: 

1. Adanya pembagian dalam pekerjaan yang merupakan bentuk-bentuk 

pembagian yang tidak dipolakan begitu saja, tetapi pola pembagian 

tersebut direncanakan untuk mewujudkan tujuan tertentu. 

2. Adanya satu atau beberapa pusat kekuasaan yang berfungsi mengawasi 

pengendalian usaha-usaha organisasi serta mengarahkan organisasi 

mencapai tujuannya. 

3. Penggantian tenaga, yakni tenaga yang dianggap tidak bekerja 

sebagaimana diharapkan, dapat digantikan oleh tenaga lain. Penggantian 

ini dilakukan dengan pengalihan maupun promosi. 

Sedangkan menurut Hasibuan (2006:126) mengatakan bahwa ciri-ciri 

organisasi yang baik meliputi: 

1. Tujuan organisasi itu jelas dan realistis. 

2. Pembagian kerja dan hubungan pekerjaan antara unit-unit, sub-subsistem 

atau bagian-bagian harus baik dan jelas. 

3. Organisasi itu harus menjadi alat dan wadah yang efektif dalam menacapai 

tujuan. 

4. Tipe organisasi dan strukturnya harus sesuai dengan kebutuhan 

perusahaan. 
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5. Unit-unit kerjanya ditetapkan berdasarkan atas eratnya hubungan kerja. 

6. Job description setiap jabatan harus jelas dan tidak ada tumpang tindih 

pekerjaan. 

7. Sumber perintah dan tanggung jawab harus jelas. 

8. Jenis wewenang yang dimiliki setiap pejabat harus jelas. 

9. Manajemen penempatan karyawan tidak ada. 

10. Hubungan antara bagian dengan bagian lainnya jelas dan serasi. 

11. Diferensiasi, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi harus baik. 

12. Organisasi harus luwes dan fleksibel. 

13. Organisasi harus mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. 

Organisasi dapat dikelompokkan menjadi organisasi formal (pemerintah) 

dan organisasi nonformal (swasta). Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi 

Sulawesi Selatan sebagai organisasi formal melaksanakan tugas yakni sebagai 

unsur penunjang pemerintah daerah dalam lingkup sekretariat daerah dipimpin 

oleh kepala biro yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris 

daerah melalui asisten administrasi. 

Mengenai organisasi formal Allen (1958) di kutip dalam Susanto  (2000:28) 

mengemukakan bahwa: “The formal organization is a system of well defined jobs, 

each bearing a definite measure of authirity, responsibility, and accountability, the 

whole consciously designed to eneble the people of the enterprise to work most 

effectively together in accomplishment their objectives atau organisasi formal 

adalah suatu sistem dari pekerjaan yang dirumuskan dengan baik, masing-

masing pekerjaan itu mengandung sejumlah wewenang, tugas dan tanggung 

jawab tertentu, keseluruhannya disusun secara sadar untuk memungkinkan 
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orang-orang dari badan usaha itu bekerjasama secara paling efektif dalama 

mencapai tujuan mereka. 

Menurut Mulyono (1993) bahwa walaupun terdapat perbedaan yang cukup 

mendasar diantara organisasi-organisasi dalam masyarakat kita, tetapi masih 

banyak kesamaan-kesamaan yang dimilikinya pada hakikatnya, setiap organisasi 

adalah kumpulan dari masyarakat yang melakukan tugas-tugas tertentu yang 

dikoordinasi untuk meningkatkan nilai kegunaannya dari beberapa barang dan 

jasa yang diinginkan oleh dan atau disediakan untuk masyarakat. 

II.2.2. Kinerja Organisasi 

Secara sederhana, organisasi bisa diartikan sebagai suatu alat atau wadah 

kerjasama untuk mencapai tujuan bersama dengan pola tertentu yang 

perwujudannya memiliki kekayaan baik fisik maupun non fisik. Sehingga bisa 

dimungkinkan terjadinya suatu konflik dalam sebuah organisasi yang 

dikarenakan oleh adanya ketidakselarasan tujuan, perbedaan interpretasi fakta, 

ketidaksepemahaman yang disebabkan oleh ekspektasi perilaku dan 

sebagainya. 

Organisasi sebagai suatu pola dari cara-cara dalam mana sejumlah orang 

yang saling berhubungan, bertemu muka, dan terkait dalam suatu tugas yang 

bersifat kompleks berhubungan satu dengan yang lainnya secara sadar 

menetapkan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan semula secara 

sistematis. Organisasi yang berhasil dan efektif merupakan organisasi dengan 

individu yang didalamnya memiliki kinerja yang baik. Organisasi efektif atau 

berhasil akan ditopang oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Banyak 

organisasi yang berhasil atau efektif karena ditopang oleh kinerja sumber daya 
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manusia. Sebaliknya, tidak sedikit organisasi yang gagal karena faktor kinerja 

sumber daya manusia dengan demikian ada kesesuaian antara keberhasilan 

organisasi atau kinerja organisasi dengan kinerja individu atau sumber daya 

manusia. 

Menurut Amitai Etzioni (1982) dalam Keban (2008:227) kinerja organisasi 

menggambarkan seberapa jauh suatu organisasi merealisasikan tujuan akhirnya. 

Sedangkan menurut Bastian (2001:329) Kinerja organisasi adalah gambaran 

mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi, dalam 

upaya mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi tersebut. 

Menurut Nasucha (2004:107)) mengemukakan bahwa Kinerja organisasi 

adalah sebagai efektivitas organisasi secara menyeluruh untuk memenuhi 

kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenaan melalui usaha-

usaha yang sistematik dan meningkatkan kemampuan organisasi secara terus 

menerus mencapai kebutuhannya secara efektif. 

Berdasarkan beberapa pengertian para ahli diatas dapat disimpulkan 

bahwa kinerja organisasi adalah suatu kemampuan organisasi dalam 

melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab untuk mencapai visi dan misi 

organisasi yang telah ditentukan serta tidak hanya berfokus pada pencapaian 

hasil tetapi menekankan pada proses pelaksanaan dan sumber daya guna 

mencapai tujuan. 

II.3. Kerangka Pikir 

Berdasarkan konsep yang dikemukakan Dharma (2003:24) mengemukakan 

bahwa ada tiga indikator dalam menilai kinerja yaitu Kuantitas Pekerjaan, 

Kualitas Pekerjaan, Dan Ketepatan Waktu. Dalam menganalisis kinerja Biro 
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Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, maka penulis 

menggunakan tiga indikator tersebut dalam penelitian ini. Yang mana dalam 

penelitian ini indikatornya yaitu: 

1. Kuantitas merupakan jumlah yang dihasilkan, misalnya jumlah rupiah, unit, 

dan siklus kegiatan yang dilakukan. Kuantitas juga berkaitan dengan jumlah 

pekerjaan yang dihasilkan atau dilakukan. 

2. Kualitas merupakan tingkat sejauh mana proses atau hasil pelaksanaan 

kegiatan mendekati kesempurnaan atau mendekati tujuan yang diharapkan. 

Kualitas kerja dapat diukur melalui ketepatan, kelengkapan, dan kerapian 

serta mutu pekerjaan sesuai dengan yang diharapkan. 

3. Ketepatan waktu merupakan sejauh mana suatu kegiatan dapan 

dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, atau pada waktu 

yang ditentukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


